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1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai andil
penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan tersebut adalah sebagai
lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana yang
menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana yang
meminjam dana ke bank. Penggunaan dana akan semakin meningkat dengan
berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Dana yang telah dihimpun oleh bank
kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam berbagai aktivitas produktifdan
konsumtif. Aktivitas produktif ini akan meningkatkan lapangan kerja dan output

yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Indonesia menganut dual banking system yaitu sistem perbankan
konvensional atau universal dan sistem perbankan syariah. Perbankan syariah
yang merupakan bagian dari perbankan nasional turut mempunyai peran penting
dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia
tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan pokok antara
perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan untuk
membayar dan menerima bunga pada perbankan syariah. Sebagai ganti sistem
bunga, perbankan syariah menggunakan sistem penerapan bagi hasil dan risiko

(profit-losssharing/PLS).

Menurut Ascarya (2008), perbankan syariah harus memiliki nilai - nilai
syariah yang bersifat makro maupun mikro. Sifat makro yang dimaksud adalah

keadilan, maslahah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan



spekulatif non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang rusak
atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara nilai -
nilai mikro yang harus dimiliki pelaku perbankan syariah adakah sifat — sifat
mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu shiddig, amanah, tabligh, dan
fathonah. Perbankan syariah sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran
proses, dan kemanfaatan hasil dikarenakan perbankan syariah memiliki dimensi

keberhasilan jangka panjang di dunia dan akhirat (long-termoriented).

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1992, diawali
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya
perbankan yang berlandaskan sistem syariah, yang kemudian disusul oleh Bank
Perkreditan Syariah. Landasan hukum yang menjadi acuan perkembangan bank
syariah di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1992, tentang Bank Indonesia.
Setelah melalui beberapa perubahan undang - undang, diterbitkan UU terbaru
tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 tahun 2008 yang berdampak pada

penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Desember 2015 yang
diterbitkan oleh OJK membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah
bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah terbanyak di dunia.
Hal ini terbukti dengan adanya 34 bank, 25 lembaga asuransi syariah, dan 10
reksadana syariah. Pada Juni 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22

Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan syariah mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang



membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu
kegiatan utama dan sumber pendapatan utama bagi perbankan syariah. Bentuk
pembiayaan perbankan syariah diantara yaitu berdasarkan prinsip jual beli barang
pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati (murabahah), pemindahan
hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ijarah), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang
disepakati untuk barang yang diproduksi (istishna’), pembelian barang yang
diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka
(salam), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah),
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal

sedangkan pihak lain sebagai pengelola (mudharababh).

Tujuan pembiayaan menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21
tahun 2008 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Alokasi penyaluran
pembiayaan terjadi ke sektor produksi dan sektor konsumsi. Sektor produksi yaitu
pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan sektor konsumsi yaitu
pembiayaan bagi rumah tangga (household). Menurut data statistik perbankan
syariah, pembiayaan non-bagi hasil masih dominan dibandingkan pembiayaan

berbasis bagi hasil. Hal ini terlihat dalam tabel 1.1



Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
pada Bulan Juni 2016

Nominal Persentase
Akad (dalam miliar rupiah) (dalam persen)
Mudharabah 14.906 7,31
Musyarakah 54.033 26,49
Murabahah 117.777 57,78
Salam 0 0
Istishna’ 678 0,33
ljarah 11.561 5,67
Qard 4.938 3,42
Total 203.984 100

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2016

Nasabah pada perbankan syariah lebih tertarik pada pembiayaan
murabahah (pembiayaan jangka pendek) dibandingkan dengan pembiayaan
mudharabah dan musyarakah (pembiayaan jangka panjang). Hal ini disebabkan
oleh perbankan syariah yang belum berani memberikan perhatian lebih terhadap
pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena memiliki risiko yang lebih
tinggi. Selain itu, murabahah menjauhkan dari ketidak pastian pada pendapatan

bisnis - bisnis dengan sistem profit-loss sharing.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa akad berbasis margin
masih mendominasi dalam praktek perbankan syariah apabila dibandingkan akad
berbasis bagi hasil. Presentase akad berbasis bagi hasil yang terdiri dari

musyarakah dan mudharabah hanya 33,8 persen (7,31 + 26,49%), sedangkan akad



berbasis margin yang terdiri dari akad murabahah, salam, istishna’, ijarah dan
gard mencapai presentase 67,2 persen. Padahal pembiayaan bagi hasil merupakan
pembeda yang paling utama perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
Padahal pembiayaan bagi hasil merupakan pembeda yang paling utama perbankan

syariah dengan perbankan konvesional.

Tabel 1.2
Perbedaan Bagi Hasil dan Margin
Bagi Hasil Margin
Asal transaksi Pengelolaan modal, baik Jual beli barang
berupa uang maupun
barang
Volume Relatif, besarnya tidak Fixed/tetap, saat jual beli
pasti yang baru dapat disepakati maka besarnya
diketahui setelah terjadi laba tetap dan tidak
realisasi berubah
Subtansi/esensi Selisih lebih (surplus) dari | Selisih lebih (surplus) dari
pengelolaan modal (modal | harga jual atas harga
tetap utuh) pokok/harga beli
Persepsi hukum Sah/legal Sah/legal
positif
Persepsi syariat Halal Halal
islam
Sifat e Pasif (akibat) e Pasif (akibat)

e Porsi nisbah e Merupakan
berdasarkan kesepakatan kedua
kesepakatan kedua belah pihak (penjual
pihak (pemodal dan dan pembeli)
pengelola) e Bukan prasarat

e Bukan prasarat transaksi
transaksi e Harapan penjual

e Harapan para pihak

Keberadaan Bisa ada, bisa tidak Bisa ada, bisa tidak (saat




rugi)

Sumber : Himpunan mahasiswa perbankan syariah (HMPS)

Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas perbankan syariah. Perbankan
syariah mampu bertahan menghadapi krisis dan memiliki kinerja yang lebih baik
dan konsisten dalam fungsi intermediasinya. Jasa perbankan syariah merujuk pada
kegiatan produksi dan distribusi dalam ekonomi. Pada kegiatan produksi di
fasilitasi skema bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Kegiatan distribusi
manfaat hasil produk difasilitasi skema jual beli (murabahah) dan sewa-menyewa

(ijarah).

Rendahnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal bank syariah yang
bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Dar dan Persley (2001)
mengungkapkan tentang faktor — faktor yang mempengaruhi rendahnya
pembiayaan bagi hasil yaitu kontrak profit - loss sharing dikaitkan dengan agency
problems, kontrak profit-loss sharing membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi
secara efisien, batasan peran investor pada manajemen dan dikotomi struktur
keuangan dari kontrak profit-loss sharing menimbulkan ketidak pastian,
perlakuan tidak adil dalam perpajakan, dan belum adanya pasar sekunder untuk

perdagangan instrumen keuangan islam.

Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan
yang membandingkan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. Rasio
ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank

bersangkutan. Surat Edaran Bank Indonesia No0.6/23/DPNP menyatakan bahwa



ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total asset
bank yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, return on asset (ROA) dipilih
sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan adalah karena ROA
digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan
rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Dalam penelitian Apriandika
(2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan
keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang
menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan
dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA

(Juwariyah, 2008).

Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat,
dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang
diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.
Penelitian mengenai Return on asset (ROA) menunjukkan hasil yang berbeda,
Pramilu (2012) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap
tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Juwariyah (2008)
dan Anggrainy (2010) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap

tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk
menaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang

saja dan tidak menyeret harga barang lain tidak tidak bisa disebut inflasi



(Latumaerissa, 2011). Bashir (2002) menjelaskan bahwa dalam tingkat modal
tertentu, inovasi keuangan meningkatkan kesejahteraan dan inflasi mengurangi
pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang. Hasil penelitian Pramuka (2011)
menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank
Syariah. Sementara itu menurut Jeihan (2012) inflasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sering digunakan untuk mengukur
tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila Produk Domestik Bruto (PDB)
negatif, mencerminkan aktivitas di sektor riil yang rendah. Sebaliknya, bila PDB
meningkat, maka aktivitas di sektor riil juga semakin tinggi, sehingga pembiayaan
juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Pramuka (2011)
menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil
Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif
terhadap pembiayaan berbasis margin Bank Syariah. Hal ini dimungkinkan karena
masyarakat luas belum beralih ke Bank Syariah dari perbankan konvensional.
Maka dari itu, penulis mengambil hipotesis bahwa PDB berpengaruh negatif

terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang
mengandung atau menghasilkan resiko (Pratiwi, 2012). Peraturan Bank Indonesia
terkait dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) menyatakan bahwa besarnya CAR
minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 8%. CAR menunjukan kemampuan
bank untuk memenuhi kecukupan modal, untuk mengontrol resiko yang dapat

berpengaruh terhadap besarnya modal.



Dari pemaparan tersebut, maka semakin tinggi CAR maka semakin
besar pula sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi
potensi kerugian dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Penelitian dari
Pratami (2011) menyimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap
pembiayaan Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa CAR tidak

berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin di Bank Syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat
yang dititipkan oleh bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan
tertentu. Dan yang terhimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar
yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank
syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan

operasional bank Syariah (Kusumaningtias dan Wardiantika, 2013).

Dalam penelitian terdahulu, Pramuka (2011), Jeihan (2012), Pratami
(2011) menyimpulkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan di Bank
Syariah. Sementara penelitian Adi (2013) mengenai pembiayaan murabahah pada
BRI Syariah dan Bank Mega Syariah menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh

negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut penelitian (Pratami, 2011) menyebutkan bahwa secara parsial
hanya DPK yang berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan
CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Dan
pada hasil penelitian (Jeihan, 2012) menyebutkan bahwa DPK mempunyai

pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan variabel lainnya



yatiu NPF, SWBI, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah.

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa terjadi tidak
konsistensi nya hasil yang di dapat dari setiap peneliti. Sehingga peneliti
bermaksud untuk menguji kembali dari penelitian sebelumnya tentang ROA,
Inflasi, PDB, CAR, dan DPK yang mempengaruhi Pembiayaan berbasis bagi
hasil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan
mengganti variabel independen sebelumnya yang berupa BOPO, dan NPF
menjadi CAR, Inflasi, PDB, dan DPK. Adapun alasan peneliti mengganti variabel
sebelumnya di karenakan BOPO, dan NPF fenomena bisnisnya dalam penyaluran
dana pembiayaan yang dimiliki justru mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Perbedaan lainnya adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu
seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016, serta periode
penelitian dari tahun 2015-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan
judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Berbasis

Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2016.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan
berbasis bagi hasil?

2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
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Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap pembiayaan
berbasis hasil?

Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan
berbasis bagi hasil?

Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan
berbasis bagi hasil?

Apakah ROA, Inflasi, PDB, CAR, dan DPK berpengaruh secara simultan

terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan

dari penelitian ini adalah untuk:

1.

Untuk mengetahui apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap
pembiayaan berbasis bagi hasil.

Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan
berbasis bagi hasil.

Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh
terhadap pembiayaan berbasis hasil.

Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh
terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh
terhadap pembiayaan berbasis hasil.

Untuk mengetahui apakah ROA, Inflasi, PDB, CAR, dan DPK

berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
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1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi :

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah
pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini
terutama yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank

Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi pihak Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi pemikiran untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi

pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai referensi
atau acuan dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik
untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam

penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada
dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan beberapa teori pendukung mengenai masalah yang
diteliti, penelitian terdahulu, desain penelitian, dan hipotesis penelitian
METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang uang lingkup penelitian, populasi dan sampel,
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis
data, dan definisi operasional variabel.

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA

Menjelaskan tentang pembahasan dan hasil analisis data berisikan
mengenai analisis variabel, asumsi klasik, uji regresi linier berganda
dan pengujian hipotesis.

PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran atas

hasil dari penelitian
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